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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DESA BANJAREJO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAREJO

a.

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJAREJO

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar — besamya kemakmuran masyarakat Desa,

Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022 vyang disusun sesuai kebutuhan
penyelenggaraan pemeritahan Desa berasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, peru menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indinesia Tahun 1350 Nomor 41), sebagaiman telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
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Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lerbaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana loiah
diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomaor 4844) |

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembanfukan Paratrsn
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negata Repubiix indonesia Nomor 5234) .

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Megara
Republik Indonasia Tahun 2014 Nomor 7)

Peraturan Pemenntah Nomar 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Neqgara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) |

Peraturan Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 lenfang Pangelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonasia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomaor 4578) |
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubii
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk
Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8
Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomar 157,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nemor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018 lentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menten Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan desa ,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Yransmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata lertib dan mekanisme
pengambilan keputusan musyawarah desa |

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Homor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Priorittas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019 ;

Peraturan - Menteni Dalam  Negerd Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berta Negara Republk Indonesia
Tahun 2011 Nomor £94),
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Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Podoman }

P«wwmmawmmmmmmm
Paraturan Manten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011

Persturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 lentang
Fengeloiaan ¥euangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10E) |

Paraturan Dasrah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Unsan Pamenntahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 18E) |

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor M Tahun 2015 tentang
Peturyd Tekns Peighsanasn Pembangunan Desa,

23 Peratran Daerad Kabupaten Lamongan Nomor  Tahun 2019 tentang

24

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2020,
Peratran Bupah Lamongan Momor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan
dan Pemberhantian Peranghat Desa & Kabupaten Lamongan,

Peratran Bupat Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan |
Peraturan Bupat Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
dan Pamberhentan Peranghat Desa & Kabupaten Lamongan;

Peratran Bugat Lamongan Nomor 43 tahun 2017 lantang Perubahan (1
Perstran Bupat Lamongan Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Penganghkatan
dan Pemberhentian Perangiuat Desa d Kabupaten Lamongan,

Peratran Bupat Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 lentang Pedoman
Perypusunan Stnater Organaas dan Tata Kena Pemanntah Desa,
Peraturan Bupat Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa |
Poraturan Bupat Lamongan Nomor M Tahun 2015 lentang Patunyuk Tekmis
Polaktaraan Pemtargunan Deca

Peratran Bugad Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Perpachasan dan Penyaiuran Dana Bagian Masd Pajak Doerah dan
Retdus Doerah Tohun 2019

Peraturan Bupad Lamongan Nomor  Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis
Porgaich asan dan Pembagan Albkas: Dang Desa (ADD) Tahun 2020 di
Perstran Bupat Katupaten Lamongan Nomor  Tahun 2019 tentang
Peryadaren Angoaran Pendapatan dan Belana Daerah Tatun Anggaran

20

31 Perawran Doeersh Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Arpparan Perdapatan dan Bedanya Daerah Tahun Anggaran 2020,

M Peatran Bupat Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Argoaran Pendapatan dan Belarya Ooerah Tahun Anggaran 2020,
Perstran Desa Bayarwio Nomer 2 Tahun 2020 tentang Rencana
Pamtangunan Jangea Merengah Desa (RPIMDes) Tahun 2020-2025 Desa
Barvirag

Peraturan Desa Banares Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisas:
da Tata Kana Pemerntah Desa Barnyareo Tahun 2016,
ferstoan Desa Banwrec Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kena
Pemarntah Desa (RePOes) Banarep Tahun Anggaran 2022
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Nenetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJQ
dan

KEPALA DESA BANJAREJO
MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA BANJAREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Fasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2022
dengan fincian sebagal benkut :

8. Pendapatan Desa Rp 1.007.548.400 -
b. Belanja Desa Rp 1972548400 -
Surplus / Defisit Rp 25.000.000 -
c. Pembiayaan
1) Penenmaan Rp Q-
2) Pengeluaran Rp 25.000 0Q0.-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
tempisahkan dan Peraturan Desaini ;

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat
a. APBDesa
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
¢. Daflar dana cadangan, jika tersadia ; dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,
jka ada

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal §

(1) Pemenntah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat. dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belan;a tidak terduga.

(3) Pemenntah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darural, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa

Dipindai dengan CamScanner
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O NOAN FAMMAT TUHAN YANG MARA §8A
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Batwa s dergan wiechaan Pasal 44 Paratran Daorah Kabupalen
Lamongae Nomer 3 Taden X015 mndanyg Deda Mgl Desa meoelaphan
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Wiy - undig Nomor 15 Tahun 0OM fentang  Pemanksaan
Pargeciast dan Tagungawal Reuagan Negara (Lembaran Negary
Meguddd muvesa Noewy 86 Tamdaban Lembaran Negara Repubii
et Normod J00)

VRadeng wndeyg Nomor ] Tadun XIOM metang Satem  Purencansan
Pembargunan Nasond {Lemdard Negers Repudet indoresia | ahun 2004
Nomor 10 Tambahen Lemberan Negars Repubi Idonesa Nomor 4421)
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Undang ~ undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk
Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang — undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa :

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertb dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Priorittas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamangan
Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa ;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan |
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan i
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun
2020 di Kabupaten Lamongan;

Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor  Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Desa Banjarejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025
Desa Banjarejo;

Peraturan Desa Banjarejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjarejo Tahun 2016;

Peraturan Desa Banjarejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Banjarejo Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Pemmusyawaratan Desa Banjarejo membahas
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo
tahun anggaran 2022.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1
Menygatujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2021

Pasal 2
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa sera kegiatan - kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terdampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

Dipindai dengan CamScanner
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LANIPHRAN
PERATURAN DESA BANJAREIO

NOMOR 00 TAHUN 2027

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN RELANIA DERY

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANJAREJO

k.. TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
— (Rp)
i PENDAPATAN
41 Pendapatan Ast Desa £0.000 000,00
42 Pendapatan Transfer 1917 548 40 Q0
JUMLAH PENDAPATAM 1.997.848.400,00
5. BELANJA
Bl st Belanja Pegawai 466 382 550,00
52 Betanja Barang dan Jasa $8 369 850.00

53 Betanja Modal

Belanja Tidak Terduga

1.053 812 .000.00

353 S84 000 00

L

JUMLAH BELANJA

1.972.548.400,00

T T R Y
o
F'S

SURPLUS / (DEFISIT) 25.000.000,00
6. PEMBIAYAAN

k 62 Pengeluaran Pembiayaan 25.000 000,00

’ 622 Penyertaan Modal Desa T 25 000 00000

PEMBIAYAAN NETTC (25.000.000,00)

l SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0.00

.‘m

S :
4 ___LAMDNGAN, 31 Desember 2021
E[ KFPMADESE ol
& FoarsA

BANJA]
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